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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Halibasar Tahun Anggaran 2021, 

sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis 

menyimpulkan bahwa, pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Halibasar tahun 

2021 lebih diprioritaskan pada pemerataan anggaran dalam pembangunan Desa 

Halibasar, yaitu: 

1. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 

sebesar Rp. 299.656.000,- dengan nilai presentase anggaran sebesar 0,868%. 

2. Pemanfaatan Alokasi Dan Desa bidang pembinaan kemasyarakatan, sebesar 

Rp. 14.250.000,- dengan nilai presentase anggaran sebesar 0,04%. 

3. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat, sebesar 

Rp.18.145.000; dengan nilai presentasi anggaran sebesar 0,05%. 

4. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa bidang penanggulangan bencana, darurat dan 

mendesak desa, sebesar Rp.9.100.000 dengan nilai presentasi anggaran sebesar 

0,02%. 

6.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya 

tersebut, dengan ini penulis menyarankan kepada Pemerintah Desa bahwa, 

1. Diharapkan Pemerintah Desa Halibasar dapat memberikan perimbangan 

anggaran pada bidang penyelenggaran pemerintahan desa terhadap bidang-

bidang lainnya. 
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2. Diharapkan Pemerintah Desa Halibasar dapat meningkatkan mutu dan kualitas 

sumber daya manusia yang lebih baik dengan menganggarkan anggaran yang 

sesuai dengan peningkatan sumber daya manusia. 

3. Diharapkan Pemerintah Desa Halibasar dapat meningkatkan anggaran ADD 

yang lebih berkualitas dalam menunjang pertumbuhan pemberdayaan 

masyarakat yang lebih baik. 

4. Diharapkan Pemerintah Desa Halibasar dapat memperhatikan keadaan darurat  

dan mendesak desa. 
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